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OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian

Resort Karawang

t Karawang adalah struktur komando Kepolisian

Indonesia upaten 1*@”- Polres Karawang terdiri dari

eberapa Kepolisian Sektor (Polsek), antara lain :

Polsek Kota

Polsek Klari

Polsek Jatisari
9.  Polsek Cilamaya
10. Polsek Telagasari
11. Polsek Rawamerta
12. Polsek Rengasdengklok
13. Polsek Pedes

14. Polsek Batujaya

15. PolsekPakisjaya



16. Polsek Tirtajaya
17. Polsek Tempuran
18. Polsek Majalaya
19. Polsek Ciampel
20. Polsek Cibuaya

a-ADang

Salah satu Unit pelayanan ydi Polres Karawang adalah Unit

Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) yang mana naungannya berada di
awah Unit yang bga dﬂ_nw gLﬁim yang=bernama RPK (Ruang

k memfokuskan

ayanan Khusus),

 \

anganan korban,
Pere
NNCKARAWANG -

wanita dan anak, agai kekerasan baik fisik, seksual atau psikis, karena

melibatkan anak dan

i be
mereka memang sanga an terhadap perilaku kekerasan dan posisi mereka
yang lemah dalam strata masyara Berdase Pe appiKapolt Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, U ur pelayanan
dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah; Direktorat (Dir 1) / Keamanan
(Kam) dan Trannas Bareskrim Polri, Kepala Satuan (Kasat) Unit Operasional

(Opsnal), Direktorat (Dit) Reskrim Umum (Um) Polda Metro Jaya, Kepala

Satuan (Kasat) Opsnal Dit Reskrim Polda, dan Kasat Reskrim Polres.



Unit PPA Dbertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk
perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Lingkup tugas Unit PPA meliputi
tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu: perdagangan orang (hukum

trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara

umumgmatptdalam,_rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul),
Jdian dan prositust=adopsi |Ieggrafi dan pornoaksi,perlindungan

orban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya

adalah perempuan dan anak.
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empuan sebagai rb ah Tangga Di

< en Karawa
erasan terhadap 1 % q :ﬁﬁ gfan pribadi terjadi dalam
berbagai Bemtd M“NRAWANSG dalam hubungan

perempuan dengafporang,terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang

terjadi pada korban. Be -pe ersebut adalah kekerasan terhadap istri

(KTI), kekerasan dalam pacara PP), keke erhadapgainak perempuan
berdasarkan usia anak, kekerasan yang dilakt an suami dan
mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah

personal lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) sebenarnya bukan hal yang
baru di Indonesia, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi

oleh keluarga maupun korban sendiri. Kekerasan terhadap Istri menurut data



yang didapat dari Catatan Tahunnan Komisis Nasional Perlindungan Peremuan
Dan Anak menyatakan bahwa pada Tahun 2019 Kokerasan Terhadap
Perempuan atau dalam hal ini Istri menduduki peringkat tertinggi yaitu 53%
(5.114) dengan rincian kekerasan seksual di ranah KDRT/ Relasi personal
tertinggi adalah inses (1.071 kasus) di ikuti oleh perkosaan (818 kasus) dan

. Pada Tahun 2017 temuan yang mengejutkan adalah

menc 0 kasus, di tahun ini angka inses

Z%

enurun menjadi 1.071 kasus. Sementara itu hasil catatan tahunan yang

l/

rcatat pada tahun 2020 mencatat ada 3.062 kasus kekerasan terhadap

erempuan, yang ma ana 58% dari sebut adalah kasus kekerasan
i I ‘

seksual. Kasus kekerasan seksu ga termasuk kasus yang

A\ ¥

korbannya adalah

perempuan d!?abllltas f—
per Aﬁa I H asan dalam rumah
rawang mencatat Koban kekerasan perempuan di

Kabupaten Karawan

c

nnya selalu meningkat. Berdasarkan data
yang di dapatkan dari Unit taf jumlah
laporan KDRT dari Tahun 2018 hingg

adalah sebanyak 38 kasus. dengan rincian sebagai berikut :

1.  Tahun 2018 sebanyak 10 Kasus
2. Tahun 2019 sebanyak 15 Kasus

3. Tahun 2020 sebanyak 13 Kasus



Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terbagi kedalam beberapa
bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan terutama terhadap istri
dalam kekerasan dalam hubungan dekat perkawinan. beberapa bentuk tersebut
adalah terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan

kasus lain-lain.

lekanisme Penanganan-Korban Pesempuan Tindak Pidana Kekerasan
alam Rumah Tangga DI Lin kuﬁpolisian

Kekerasan dalam rumah tangga sglalu diindikasikan sebagai salah satu

entuk delik aduan. Padahal sebenarayal

[apabila dilihatdalam Pasal 351 Ayat

UHP (tentang Pe emberatan) sama

sé idak mensyarat lam kamus besar Bahasa

Indongsia NQE : ari -Kata g8 memiliki arti

mengayo pcega o, gda ntengi. Sedangkan

perlindungan berarti“kenservasi, penﬂnaraan, penjagaan, asilun dan bunker.

Beberapa unsur kata perlindingan :

1. Melindungi: menutup paya ak__ terlihat/tampa menjaga,
memelihara, merawat, menyelamatka

2. Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).

3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.

4.  Terlindung: tertutupi oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.

5. Lindungan: yang di lindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.

6.  Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.



7. Melindungkan: membuat diri terlindung.

Dengan adanya UU PKDRT, masyarakat mulai terbuka apabila
mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mulai timbul kesadaran
korban apabila mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan

melaporkan kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Guna

nerealisasikan pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

ap orang yang melihat;“mendeng an mengetahui terjadinya tindakan

ekerasan dalam rumah tangga harus melaporkan ke kepolisian agar dapat

itindak lanjuti sesuaizukum. ==

Setelah kepolisi en an ats tentang tindakan

b\,

sementara “ke : Al Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Ta O4KﬁRJAW'AN@an sementara yang

dapat diberikan gan melindungi langsung korbannya agar tidak

dalam ruma epolisia jib®memberikan perlindungan

terguncang atau mengale ang lebih parah sampai ada penetapan

perintah perlindungan dari pengae

Dalam rangka memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat
bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk membantu
memberikan perlindungan sementara. Perlindungan sementara ini wajib segera
diberikan oleh kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui
adanya laporan atau pengaduan terjadinya kekerasan terhadap korban paling

lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.



Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikan statusnya menjadi
“perlindungan”, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian
perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara ini sangat penting
diberikan kepada korban untuk menghindari dampak negatif dari tindak

kekeg datamrremah tangga lebih lanjut.

Selanjutnya, menurut Pasal 1%9-Undang Nomor 23 Tahun 2004

entang PKDRT, penyidik kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan

joran. terfadinya-tindakan kekerasan

bahwa kasus ini

etelah mengetahui atau= menerma=laporan

am rumah tangga.
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|teruskan ke
pen en o
penahana :

delik aduan, a

dilanjutkan ke tahap
angkapan dan
pidK eRrAaWJ termasuk kedalam
3 tanpa aaya pengaduan d&ﬁan maka penyidik tidak
dapat memproses se€ara hukm lebih lanjut, hanya sampai pada tahap
penyidikan. Peranan korban padasdelik adiiamsadalah untuk mene an dapat
atau tidaknya dilakukan penuntutan pidana="Sehingga, ada ataugtidak adanya
pengaduan dari korban, penyidik kepolisian tetap wajib melakukan penyidikan

apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Pada dasarnya, peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak
kekerasan dalam rumah tangga terbatas pada proses penyidikan saja. Seiring
perkembangannya, kepolisian membentuk beberapa inovasi yang ditujukan

sebagai bentuk pelayananan bagi masyarakat yang mengalami tindak



kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah dengan membentuk Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak ( Unit PPA).

Pembentukan ruang pelayanan khusus ini bermula dari adanya
kekhawatiran aparat kepolisian bahwa korban (cenderung wanita dan anak-

anak) tidak bersedia memberikan keterangannnya terkait kekerasan yang

dialaminya karena diperiksa di tempat terbuka seperti korban-korban lainnya.

ingga, untuk menjaga Kenyaman an privasi korban, muncul inovasi

ntuk mengadakan tempat pemeriksaankhusus untuk korban kekerasan dalam

mah tangga

Anggota kepolis
w ang telah memp
\,M

masal3 polisi wanita di Unit PPA,
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dapat diatasi. Seflinggamkorban bisa lebih terbuka dalam menceritakan

erasal dari polisi
husus berkaitan dengan

alah keluarga. D®

kekerasan yang dialami

Dalam melaksanakan tugasnya, gota kepolisian wanitagini dibantu
oleh petugas yang berasal dari rumah sakit atau lembaga swadaya masyarakat
yang memiiki perhatian khusus terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pihak
rumah sakit dan pihak lain dari lembaga swadaya masyarakat sengaja
dilibatkan agar proses pemulihan korban dapat berjalan lebih baik, baik

pemulihan secara fisik maupun secara psikis.



Dengan demikian, tindakan penyidik setelah menerima laporan ataupun
pengaduan terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah segera
memberikan perlindungan sementara dan memulai proses penyelidikan sampai
pada tahap proses penyidikan. Ada juga inovasi dari penyidik kepolisian untuk
lebih mengefisiensikan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah

dengan membentuk ruang pelayanan khusus korban

epolisian berupa
(tujuh) hari, dan dalam
ajib meminta
an Perlindungan

surat pe RKW . i
sementara ole n Ini dapat dilakukan be erja sama dengan tenaga

kesehatan, sosial, amping dan pembimbing rohal untuk

mendampingi korban.

Pelayanan terhadap korban KDRT 1 nakan ruang
pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja
sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan

masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung,

melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT.
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Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat
melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan
yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT.
Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat
perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat

anan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

KARAWANG







